DAFTAR
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD)
DESA CIBIRU WETAN
No Nama Lembaga Dasar Pembentukan Keterangan
1 LPMD Peraturan Desa No 5 Tahun 2020
Tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa
2 PKK Sda
3 Karang Taruna Sda
4 Posyandu Sda
5 RT dan RW Sda
6 Puskesos Sda
7 Kader Peduli TB 442/21/Kesra
8 Kader KPM SK. Kepala Desa Cibiru wetan
Nomor 31 Tahu 2020
t 9 Kader Keamanan SK. Kepala Desa Cibiru wetan
) Pangan Desa Nomor 72 Tahun 2020
10 Paralegal Desa SK Kepala Desa Cibiru wetan
Nomor 141/23/Pem
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J{X CIBIRU WETAN 2006

Cibangkonol No, 28 Tip.

...........
..........................

ESA CIBIRU WETAN
UPATEN BANDUNG
Nomor : 442/ 2 / Kesra

EPALA D

KECAMAT:\N CILEUNY] KAB

TENTANG

KADER PEDULI TB DESA CIBIRY WETAN

KEPALA DESA CIBIRU WETAN
Menimbang

a. Bahwa untuk menanggulangi penyebaran penyakit Tuber Culosis dj wilayah
Desa Cibiry wetan perlu dibentuk Kader Peduli TB. Desa Cibiry wetan;

i g g e . i

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) di atas dipandang perlu untuk

dibuatkan Surat Keputusan Kepala Desa Cibiru wetan tentang Kader Peduli

TB. Desa Cibiru wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung,

Mengingat 1. Undang Undnag Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144)

2. Undang Undang Nonior 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Penduduk dap
Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 nomor 35

‘ Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);

| 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/X1/2011 tentang
Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara

|

; Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);Undang Undang Nomor 23
é tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman
' Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
| (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan

Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

-~

MEMUTUSKAN

tapkan _ o ’ N

sy A Menunjuk nama nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini
PERTAM : = ‘
sebagai Kader Peduli TB Desa Cibiru wetan;



Ditetapkan dj

- Cibiru wetan

: 30 Deember 2016




AMpirgp Surat Keputusan

Nomor
'I‘anggal

Tentang

442/ 21/ Kesr

4]

5951153/

|

D
[

i ]

pala Desg Cibiry Wetan
a

Cacih Maesaroh
Husny Khotimah
Entin Kartin;

Ana Siti Hanrajah
Evi Syarifap
Dewi

\
Lies Indriawat;

Mimin Mintarsih

Euis Kurniati

e
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RW 08 Babakap Biry

RW 0] Cikoneng

RW 02 Cikoneng

Rw 03 Cikoneng

RW 04 Pamubusan
RW 04 Pamubusap
RW 05 Jadaria

RW 05 Jadaria

RW 06 Cibangkono]
RW 07 Cibirg Tonggoh
RW 10 Sindangreret
RW 11 Warunggede

RW 12 Lio Warunggede
RW 13 Cibiru Indap,
RW 14 Cibiru Indap
RW 15 Cibiru Raya
RW 16 Cibiru Indap
RW 17 Cibiru Asg

RW 08 Babakan Birg

RW 12 T4 Warunggede
I
I

m
RW g9 Kudang
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Menimbag

Mengingat

NTAH KABUPATEN BANDUNG

"~ KECAMATAN CILEUNYI
DESA CIBIRU WETAN 2006

JI. Cibangkonol No. 28 TIp. .....ooo.oovvoooo, Kode Pos 40625

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA CIBIRU WETAN
KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG
Nomor: 141.1/ 23 /Pem
TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS PARALEGAL PERLINDUNGAN HAK ANAK

DI WILAYAH DESA CIBIRU WETAN

KEPALA DESA CIBIRU WETAN

a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam

dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;

b. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka

ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan
berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak
mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan
kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-

haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminast;

c. bahwa untuk melaksnakan Perlindungan terhadap anak dipandang perlu untuk

membentuk PARALEGAL di wilayah Desa Cibiru wetan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf ab dan ¢ perlu dibuatkan Surat

keputusan Kepala Desa tentang pengurus Paralegal di wilayah Desa Cibiru

wetan

1. Pasal 20, Pasal 20A ayat (]j, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34

Undang-Undang Dasar 1945; s

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran

Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahuft 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms
of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);

4, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran

Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668),

R ———




MEMUTUSKAN

PERTAMA Mengangkat dan mengesahkan nama nama yang tercantum dalam lampiran
keputusan ini sebagai pengruus PARALEGAL di wilayah Desa Cibiru wetan;

KEDUA Pengurus PARALEGAL agar dapat melaksanakan Tugas dan Kewajiban sesuai
dengan kewenangannnya masing masing;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan
perubahan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Cibiru Wetan

SADELI

rmate




™ 25 Agustus 2015
" Tentang : PARALEGAL Desa Cibiru wetan

DAFTAR PARALEGAL DESA CIBIRU WETAN

No NAMA ; JABATAN KETERANGAN
1 Hadian Supriatna, S.P Ketua Unsur LPMD
2 Susilawati Sekretaris Unsur PKK
3 Yuli Yuliawati Bendahara Unsur PKK
4 Siti Subariah Anggota Unsur PKK
5 Euis Wangsih Anggota Unsur PKK
6 Fitri Dewi Anggota Unsur Masyarakat
7 Nunung Siti Nurbaya Anggota Unsur PKK
8 Sobara Anggota Unsur Pemdes
9 Wowo Makmur Anggota Unsur Pemdes =
10 Endang Carda Anggota Unsur Pemdes
11 Eme Anggota Unsur Pemdes
12 Dudu Budianto Anggota Unsur Pemdes
13 Suherman Anggota Unsur BabinmasPol
14 Edi Sudanto Anggota Unsur Babinsa
15 Hendrik Anggota Unsur Pemuda




Mengingat

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesig N

omor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang—Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara R

epublik Indonesig Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015

tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi;
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MEMUTUSKAN
MENETAPKAN :
PERTAMA
Membentuk Penguryg Kader Keamanan P
G - angan Degy (KKPD) Desa
Wetan sebageumana terc
ini;
KEDyua :

bidang keamanan pPangan,
KETIGA :

Pémbinaan dan fasilitasi keamanan
Pangan terhadap komunitag desa.
KEEMPAT Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2020
KELIMA

apabila terdapat kekeliruan dalam
penetapannya.

PETIKAN disampaikan kepada :
1. Yth. BPD Cibiru wetan (sebagai laporan)

2. Yth. Kader Kemanan Pangan Desa
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PEMBENTUKAN TIM KEAMANAN PANGAN DESA
DESA CIBIRyU WETAN KECAMATAN CILEUNYI KABUPAT

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN KEPALA DESA CIBIRU W'

I'AN

NOMOR . 17 TAHUN 2020

TENTANG

(TKPD)
EN BANDUNG

KEPALA DESA CIBIRU WETAN,

- bahwa untuk menghindari penggunaan zat zat berbahaya

perlu adanya petugas penyuluh desa untuk keamanan
pangan desa:

. bahwa untuk petugas penyuluh sebagaimana huruf a

dibentuk tim yang menangani keamanan pangan desa
secara khusus;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan
Kepala Desa Cibiru wetan tentang Pembentukan Tim
Keamanan Pangan Desa Cibiru wetan.

. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang—Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 (Tambahan Lembaran Negara Republik



MENETAPKRAN
PERTAMA

KEDuUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

awab :
Menyusun jadwal dan Téncana kerja;
Melaksanakan bimbingan tekn

is dan fasilitasi keamanan
Pangan di kelompoknya;

Memotivasgi komunitag desa/ kelurahan;

Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
Segala sesuaty akan diadakan

perubahan Sebagaimang
mestinya apabila dipandang perlu

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan




: KEPALA DESA CIBIRU WETAN
: ONENG NANI

DUDU BUDIANTO

Ditetapkan di

: Cibiru wetan
: 01 Mei 2020




KEPALA DEgp CIBIRU WETAN
Bahwa untyj melak

Peratura.n Presiden Nomo

S8anakan ketentyan dalam pasa] 15

r
Nasiona] Percepatan Perbai

8l Nasional Pemerintah Indonesia
dalam Pencegahan stunting (2018 —

melaksanakan kegiatan Penguatan Kad
Manusia (KPM) dalam pencegahan stuntin

2021) P€merintah
€r  Permbangunan
8;

Bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitrg

pemerintah  Dega Cibiru  wetan yang

keberadaannya dalam monitoring dan fasilj
penanganan stunting;

diperlukan
tas konvergensi

Bahwa kejadian stunting pada balita masih ad

a terjadi di
kabupaten Bandung sehingga

dapat  menghambat
peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan

kualitas sumber daya masyarakat;
Bahwa kejadian stunting  disebabkan oleh faktor yang

bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada
1,000 hari pertama kehidupan;



Mengingat

%

10.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, b, ¢, d dan huruf e , maka perlu menetapkan
Keputusan Kepala Desa Cibiry wetan Kecamatan Cileunyi
Kabupaten Bandung tentang  pengangkatan  Kader
Pembangunan Manusia (KPM) Desa Cibiru wetan Kecamatan
Cileunyi Kabupaten Bandung

Undang—Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan Amandemen (kewajiban negara memenuhi hak-hak
dasar seluruh rakyat); pasal 28 H ayat (1) berbunyi “Setiap
orang berhak hidup sejahtera lahir batin, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan, ayat (3) “Setiap orang
berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang
bermartabat;

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan
Nasional Percepatan Perbaikan Gizi

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan
Strategis Pangan dan Gizi

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan Dan Pembinaan Pemberdayaan
Masyarakat Bidang Kesehatan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan
Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019



12

d 13

14.
15.

1'6:

18.

17.

gan Nomor 954/KMK.07/2017,
Transmigrasi ’Nopembangunan Daerah Tertinggal dan
mor 116 Tahun 2017 dan Menteri
Perencanaan Pembangunan N
Perencanaan

asional /Kepala Badan

Pembangunan Nasional

Nomor
01/SKB/M.PPN/12

Penyelarasan dan

an Karty Menujy Sehat (KMS) Bagi
Balita;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2269/ Menkes/ Per/X1/2011 tentang pedoman Pembinaan
Perilaky Hidup Bersip dan Sehat

Indonesig Tahun 2011 Nomor 755);
Peraturan Menteri Kesehatan N

omor 75 Tahun 2013 tentang
Angka Kecukupan Gizi bagi b

angsa Indonesig (Berita Negara

Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 967);

2015 Nomor 160 );
Peraturan Daerah Kabupaten Bandun
tentang Jaminan Kesehatan gj

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandu
10);

g Nomor10 Tahun 2009
Kabupaten Bandung
ng Tahun 2009 Nomor

Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan
Masyarakat Di Kabupaten Bandung

MEMUTUSKAN :




KEDUA

tugas-
a.

tugas sebagai berikut :
Memfasilitasi masyarakat Degg
berbagai Penyebab isu stuntin

keberadaan layanan,

dalam proses atau diagnosa
8, identifikasi kondisi sasaran dan

intervensi yang diperlukan melalui

beémetaan sosial yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah
(Focus Group Discussion /FGD);

Fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBDes untuk
kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya
peénanganan dan pencegahan stunting;

Melakukan Koordinasi dengan petugas lapangan dari sektor

kesehatan dan pendidikan seperti bidan desa, sanitarian

nutrisionis dari Puskesmas, Pengelola atau pendidik PAUD ;

Kader Posyandu dan Aparat Desa untuk meningkatkan

jangkuan dan memudahkan akses dalam pemberian S (lima)
paket layanan penanganan stunting yang meliputi Pelayanan

KIA, Integrasi Konseling Gizi, Air Bersih dan Sanitasi,

Perlindungan Sosial dan Pendidikan Anak Usia Dini;
Melakukan pendataan terhadap Ibu hamil dan anak-anak bawg
dua tahun sebagai sasaran peénaganan stunting.

Sensitif terhadap issu-issu kesehatan di lingkungan dap
membantu  dalam  menfasilitasi

penangan  kesehatan
masyarakat.

Memonitor pelaksanaan 5 (lima) Paket pelayanan utama dalam
penanganan stunting di desa , melalui pemantauan indikator
kinerja (performance indicators), yang mencakup:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),

2. Integrasi Konseling Gizi ,

3. Air Bersih dan Sanitasi

4. Perlindungan Sosial,

5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)




KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusi?
bertanggung jawab kepada Kepala Desa cibiru wetan
Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung

5 an
Keputusan ini mulaj berlaku pada tanggal ditetapkan deng
ketentuan bahwa :

T da
a. Biaya akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cibiru wetan
Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung; o
Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Cibiru wetan
pada tanggal : 01 Juli 2020




